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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR    2    TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat 
Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo perlu 
diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sukoharjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 615); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
183); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 187); 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
196); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 208); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana terlah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin 
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 222); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
236); 

31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50); 

32. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan 
Non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN: 

    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KABUPATEN SUKOHARJO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
  

 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah satuan 
kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat 
termasuk pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman 
modal. 

5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo. 
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6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  

7. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan. 

8. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya.  

9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun 
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun 
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.  

10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian pelayanan tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan 
perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas 
yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau 
badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 

15. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan 
yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara 
pelayanan yang diterima dengan Maklumat Pelayanan.  

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 
masyarakat dan Dinas PM dan PTSP sebagai penyelenggara 
dalam pelayanan publik. 
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(2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 
dengan kemampuan Dinas PM dan PTSP sehingga 
mendapatkan kepercayaan masyarakat.  

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
 

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi semua 
perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala 
Dinas PM dan PTSP.  
 

(2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

b. Izin Gangguan; 

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

e. Izin Usaha Industri (IUI); 

f. Tanda Daftar Gudang (TDG); 

g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi: 

1. daya tarik wisata; 

2. kawasan pariwisata; 

3. jasa transportasi pariwisata; 

4. jasa perjalanan wisata; 

5. jasa makanan dan minuman; 

6. penyediaan akomodasi; 

7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 

8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 
konferensi dan pameran; 

9. jasa informasi pariwisata; 

10. jasa konsultan pariwisata; 

11. jasa pariwisata; 

12. wisata tirta; dan 

13. solus per aqua (spa); 

h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 

i. Izin Reklame; 

j. Izin Usaha Angkutan; 

k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 

l. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 

m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 

n. Izin Prinsip Penanaman Modal; 

o. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

p. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

q. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 

r. Izin Usaha Penanaman Modal; 
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s. Izin Usaha PerluasanPenanaman Modal; 

t. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan 

u. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 

(3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pelayanan izin pra penelitian/survei pendahuluan;  
b. pelayanan izin penelitian/survei/uji validitas; 
c. pelayanan izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang; 

dan 
d. pelayanan izin Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

 
 

BAB IV 
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 

 

Pasal 4 
 

(1) Komponen Standar Pelayanan terdiri atas: 
a. standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan (service delivery); dan 
b. standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan 

pelayanan di internal organisasi (manufacturing).  
 

(2) Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi:  
a. persyaratan;  
b. sistem, mekanisme, dan prosedur;  
c. jangka waktu pelayanan;  
d. biaya/tarif;  
e. produk pelayanan; dan 
f. penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

 

(3) Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan 
di internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi:  
a. dasar hukum; 
b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; 
c. kompetensi pelaksana; 
d. pengawasan internal; 
e. jumlah pelaksana; 
f. jaminan pelayanan; 
g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;dan 
h. evaluasi kinerja pelaksana. 

 

(4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 
MAKLUMAT PELAYANAN 

 

Pasal 5 
 

(1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, Dinas PM dan PTSP 
wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. 

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi hal-hal sebagai berikut: 
a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; 
b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan 

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus 
menerus; dan 

c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau 
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan 
tidak sesuai standar.  

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 
Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
  Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

   Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 3 Januari 2017 
 
BUPATI SUKOHARJO, 
              
              ttd 
 
 WARDOYO WIJAYA 

     Diundangkan di Sukoharjo 
 pada tanggal  3 Januari 2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 2 



9 

 

[Type here] [Type here] 

 
 


